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Kajian ini membahas batasan kriminalisasi terhadap wartawan dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik.
Terdapat dua prinsip dasar jurnalistik yang harus diperhatikan, yaitu menyediakan informasi yang
diperlukan oleh publik dan memberikan publik informasi yang sebenar-benarnya, sehingga wartawan harus
diberikan jaminan atas independensinya. Namun, permasalahan yang terjadi saat ini adalah banyak oknum
yang menyalahgunakan profesi wartawan, sehingga berdampak pada wartawan yang sebenarnya.
Permasalahan lainnya, kepatuhan wartawan terhadap Kode Etik Jurnalistik masih rendah, yang berdampak
pada rentannya wartawan untuk dikriminalisasi. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji sistem pers yang
dianut oleh Indonesia saat ini; batasan kriminalisasi terhadap wartawan dalam melaksanakan kegiatan
jurnalistik; dan penegakan hukum pidana dalam penyelesaian kasus pers. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode doktrinal dengan mengkaji secara sistematis mengenal aturan hukum, putusan
kasus, prinsip, konsep, teori, doktrin, institusi hukum, masalah hukum, dan isu mengenai pers. Hasil kajian
menemukan bahwa sistem pers yang berlaku di Indonesia saat ini adalah pers bertanggungjawab bebas yang
berarti hanya pers yang bertanggungjawab (dalam hal perizinan) yang dapat diberikan kebebasan. Batasan
kriminalisasi wartawan dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik di Indonesia saat ini, diantaranya apabila
terdapat |aporan mengenai kegiatan jurnalistik atau produk jurnalistik dari wartawan yang tergabung dalam
perusahaan pers berbentuk badan hukum atau terdapat laporan terhadap perusahaan pers berbadan hukum,
maka penyel esaiannya menggunakan UU Pers. Laporan yang masuk akan dikomunikasikan dan
dikoordinasikan dengan Dewan Pers sesuai Nota K esepahaman antara Kepolisian dan Dewan Pers; apabila
wartawan yang tergabung di perusahaan pers berbentuk badan hukum tanpa sadar lalai dalam melaksanakan
kegiatan jurnalistik kemudian melanggar kepentingan seseorang sehingga menimbulkan kebahayaan, maka
diselesaikan dengan UU Pers; semakin suatu produk jurnalistik atau kegiatan jurnalistik mengakibatkan
kebahayaan langsung secara fisik dan individual, maka semakin kuat alasan untuk mengkriminalisas
wartawan; semakin jelas niat jahat/buruknya perbuatan wartawan, maka semakin kuat alasan untuk
mengkriminalisasi; dan apabila menimbulkan public wrong, maka semakin kuat alasan untuk
mengkriminalisasi. Hasil penelitian juga menunjukkan terjadi disparitas dari keempat putusan tersebut dan
perbedaan pandangan mengenai penyelesaian kasus pers antara kepolisian, kejaksaan, dan berbagai instansi
yang bersangkutan.

...... This paper discusses the limits of criminalization against journalistsin journalistic activities. Two
fundamental principles of journalism must be considered, namely, providing information required by the
public and providing the public with truthful information, so journalists must be guaranteed their
independence. However, the current problem is that many people abuse journalism, which affects the
journalists. Another issueisthat journalists compliance with the Journalistic Code of Ethicsis still low,
which impacts journalists' vulnerability to criminalization. Therefore, this study examines the press system
adopted by Indonesia today; the limits of criminalization against journalistsin journalistic activities; and
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criminal law enforcement in resolving press cases. The method used in this research is the doctrinal method,
which systematically examines legal rules, case decisions, principles, concepts, theories, doctrines, legal
institutions, legal problems, and issues regarding the press. The study found that the current press systemin
Indonesiais afree, responsible press, which means that only an accountable press (in terms of licensing) can
be given freedom. The limitations on the criminalization of journalistsin carrying out journalistic activities
in Indonesia currently include reports on journalistic activities or journalistic products from journalists who
are members of press companiesin the form of legal entities or reports on press companies in the form of
legal entities; then the resolution uses the Press Law. The incoming report will be communicated and
coordinated with the Press Council through the Memorandum of Understanding between the Police and the
Press Council; If journalists who are members of a press company in the form of alegal entity are
unknowingly negligent in carrying out journalistic activities and then violate someone's interests, causing
harm, then it is resolved by the Press Law; the more ajournalistic product or journalistic activity causes
direct physical and individual harm, the stronger the reason to criminalize journalists; the more precise the
evil/bad intent of the journalist's actions, the stronger the reason to criminalize; and if it causes public
wrong, the stronger the reason to criminalize. The results also show disparities between the four verdicts and
different views on the resolution of press cases between the Police, the prosecutor's office, and various
agencies concerned.



